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Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku secara efektif dan efesien diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai rumusan perencanaan yang secara komprehensif dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah Provinsi Maluku dalam 5 (lima) Tahun ke depan mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Strategi dan kebijakan juga dapat merupakan bagian dari mekanisme melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja lingkup birokrasi pemerintah Provinsi Maluku untuk mencapai pemerintahan yang bersih (Good Governance), berwibawa dan berkelanjutan.
7.1 	Strategi 
Strategi dirumuskan sebagai pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Suatu strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.
Terkait dengan penyusunan RPJMD Provinsi Maluku perencanaan pembangunan dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu; (1) Perencanaan Strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi, Misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu, perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang dianggap strategis, dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah.
Perencanaan strategis juga didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada 4 (empat) perspektif  yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yaitu; (1) Perspektif masyarakat/layanan; (2) Perspektif proses internasional; (3) Perspektif kelembagaan; dan (4) Perspektif keuangan. Keempat perspektif ini menjadi dasar untuk penyusunan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Maluku 2014 – 2019, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 7.1. Strategi Pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019

	Misi 1 :
Memantapkan masyarakat Maluku yang Rukun, Religius, Aman dan Damai

	No
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	1
	Menciptakan Kualitas hubungan antar umat beragama dan antar suku, antar negeri/desa/ohoi  yang lebih rukun, religius dan harmonis 
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan antar suku, antar negeri/desa/ohoi (1) 
	· Peningkatan rasa saling hormat menghormati intra dan antar pemeluk agama.
	· Meningkatkan fungsi dan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. 

	
	
	
	· Penguatan kerja sama antar masyarakat serta Pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh  adat 
	

	2
	Meningkatkan Kualitas hubungan antar masyarakat Maluku yang lebih aman dan  damai, 
	Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan damai di seluruh Maluku (2)
	· Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
	· Penguatan lembaga keagamaan, pendidikan dan sosial

	
	
	
	· Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak


	· Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak

	
	
	
	· Pemantapan semangat kebangsaan dan bernegara dijiwai semangat siwalima
	· Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara serta kearifan lokal

	3
	Meningkatkan perwujudan ketaatan hukum dan jaminan kepastian hukum untuk Maluku yang lebih rukun, aman dan damai.
	Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, norma  agama dan norma sosial (3)
	· Penataan sistem hukum daerah
	· Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah

	
	
	
	· Peningkatan budaya taat hukum, taat aturan, agama dan norma sosial.
	· Penyelarasan peraturan daerah dan peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya.

	
	
	Meningkatnya ketahanan budaya lokal secara serasi sesuai momentum kemajuan zaman yang mendukung kerukunan, keamanan dan kedamaian (4)
	· Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai–nilai tradisi, permuseuman dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah.
	· Meningkatakan kesadaran dan kecintaan masyarakat  terhadap budaya Maluku 




	
	
	
	· Peningkatan sumber daya manusia bidang seni dan budaya.

	· Peningkatan penghargaan dan pembinaan terhadap seniman, budayawan, komunitas seni, budaya dan pariwisata serta masyarakat.

	
	
	
	· Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal yang mendukung kerukunan, keamanan dan kedamaian
	· Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya di  Maluku


	Misi 2 :
Menjadikan masyarakat Maluku yang Berkualitas dan Sejahtera

	4
	Meningkatkan daya saing produk daerah.
	Berkembangnya sistem inovasi daerah dalam mendorong peningkatan mutu dan nilai tambah produksi.(5)
	· Peningkatan sistem inovasi teknologi dan manajerial berbasis komoditas unggulan
	· Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam pengelolaan sumber daya unggulan

	
	
	
	· Peningkatan kelembagaan riset yang mendukung sistem inovasi daerah. 
	· Penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah.

	5
	Meningkatkan Perekonomian daerah.
	Berkembangnya sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan kehutanan (6)


	· Pengembangan komoditas pertanian sumber pangan


	· Peningkatan produksi produktivitas dan mutu komoditas pangan nabati strategi dan lokal
· Peningkatan produksi, poduktivitas dan mutu komoditas hewani 

	
	
	
	· Peningkatan produksi kehutanan
	· Pemantapan hutan dan pemanfaatan hutan potensi sumberdaya hutan.

	
	
	
	· Pengembangan komoditas petanian unggulan bernilai ekonomis untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor
	· Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan 

	
	
	
	· Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
	· Peningkatan produksi  budidaya dan perikanan tangkap.
· Pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

	
	
	
	· Pengembangan komoditas petanian unggulan bernilai ekonomis untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor
	· Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan 

	
	
	
	· Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
	· Peningkatan produksi budidaya dan perikanan tangkap.
· Pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

	
	
	
	· Peningkatan keunggulan dan daya tarik potensi wisata.
	· Pengembangan pemasaran dan promosi serta destinasi pariwisata

	
	
	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM dan layanan perbankan (7)
	· Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan  koperasi dan UMKM.
	· Penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM 

	
	
	
	· Penguatan pemberdayaan koperasi, UMKM dan lembaga keuangan Non Bank
	· Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
· Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro

	
	
	Meningkatnya kualitas produksi dan produktivitas industri daerah serta ekspor daerah (8)
	· Peningkatan daya saing industri daerah berbasis komoditas unggulan.
	· Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan

	
	
	
	· Pengembangan industri berbasis cluster dan kawasan
	· Pengembangan cluster dan kawasan industr , serta peningkatan  daya saing dan produktivitas industri

	
	
	
	· Perbaikan sistem logistik daerah dan meningkatkan volume, serta kapasitas ekspor daerah
	· Peningkatan sestem logistik daerah yang terkoneksi dengan sistem logistik Nasional
· Peningkatan kapasitas ekspor daerah 

	
	
	
	· Peningkatan akses masyarakat ke pusat pemasaran.
	· Penguatan pasar lokal dan akses pasar. 
· Peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga yang efektif dan efisien

	
	
	Meningkatnya produktivitas pangan strategis & pangan lokal (9)
	· Peningkatan ketersediaan pangan strategis dan pangan lokal.
	· Peningkatan produksi , produktivitas dan mutu pangan strategis dan pangan lokal

	
	
	
	· Peningkatan konsumsi pangan lokal dan pengurangan konsumsi beras
	· Peningkatan diversifikasi pangan lokal.

	
	
	
	· Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan
	· Peningkatan stabilitas harga dan pasokan pangan 

	
	
	
	· Peningkatan kapasitas SDM  penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan.
	· Peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan

	
	
	Berkembanganya iklim usaha dan investasi (10)
	· Optimalsasi tugas dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
	· Peningkatan pengelolaan PTSP


	
	
	
	· Peningkatan promosi unggulan daerah.
	· Peningkatan promosi dan fasilitasi investasi

	
	
	
	· Peningkatan kemudahan berinvestasi.

	· Penciptaan iklim investasi yang berdaya saing dan penyederhanaan perizinan investasi.

	
	
	
	· Peningkatan kerja sama investasi 
	· Peningkatan kerjasama investasi antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

	
	
	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi dan kapasitas kelembagaan masyarakat (11)
	· Peningkatan usaha ekonomi  masyarakat.
	· Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat. 
· Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian usaha.

	
	
	
	
	· Peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan

	
	
	
	· Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok usaha 
	· Peningkatan keterampilan dan manajemen  usaha kecil, menengah dan koperasi  

	
	
	Meningkatnya kualitas, produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja serta perlindungan ketenagakerjaan (12)
	· Peningkatan keterampilan dan kompetensi pencari kerja 
	· penyediaan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja 

	
	
	
	· Peningkatan akses terhadap informasi pasar kerja 
	· peningkatan sarana pendukung informasi pasar kerja

	
	
	
	· Peningkatan perlindungan tenaga kerja
	· Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan

	6
	Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, pemuda dan prestasi olahraga
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUDNI) (13)
	· Peningkatan pendidikan usia dini di Maluku.
	· Peningkatan sarana dan prasarana PAUDNI.

	
	
	
	· Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik.
	· Peningkatan kualifikasi dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.

	
	
	Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau. (14)
	· Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
	· Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar dan menengah di 12 gugus pulau.

	
	
	
	· Penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dengan biaya terjangkau.
	· Menyediakan pendidikan dasar dan menengah yang murah dan bermutu.

	
	
	
	
	· Penyediaan beasiswa pendidikan untuk siswa, pemuda dan atlit berprestasi.

	
	
	Meningkatnya mutu pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan serta perpustakaan (15)
	· Peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan pustakawan.
	· Peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan.
· Peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.

	
	
	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga, seni budaya (16)
	· Peningkatan sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya

	· Pembangunan gelanggang olahraga, pusat gelar karya seni dan budaya di Kabupaten/Kota.

	
	
	
	· Peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi
	· Peningkatan pembinaan olahragawan.

	
	
	
	· Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
	· Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan. 
· Pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif.

	7
	Meningkatkan hubungan kerjasama pembangunan antara kabupaten dan kota, kerjasama regional,  sinergitas nasional dan mitra pembangunan lainnya
	Meningkatnya  peran provinsi dalam mendorong kerjasama pembangunan antar kabupaten dan kota, kerjasama regional, sinergitas nasional dan mitra pembangunan lainnya (17)
	· Peningkatan kerjasama pembangunan lokal, regional, nasional.
	· Peningkatan kerja sama pembangunan antar Kabupaten/Kota regional Indonesia Timur dan nasional.

	
	
	Meningkatnya mutu dan berkembangnya pendidikan tinggi (18)
	· Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi.
	· Penyediaan beasiswa berprestasi di PTN dan PTS di Maluku.

	8
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan rumah sakit daerah di 39 gugus pelayanan kesehatan (19)
	· Peningkatan kapasitas pusat-pusat pelayanan kesehatan pada 39 gugus pelayanan
	· Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di  39 gugus pelayanan kesehatan


	
	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (medis dan paramedis) secara merata di 39 gugus pelayanan kesehatan (20)
	· Peningkatan sumber daya kesehatan di 39 gugus pelayanan kesehatan.
	· Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis secara merata di 39 gugus pelayanan kesehatan

	
	
	
	· 
	· Pemerataan tenaga kesehatan di 39 gugus pelayanan kesehatan
· Penguatan manajemen sumber daya kesehatan.

	
	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (21)
	· Pengembangan sistem jaminan kesehatan

	· Pemantapan sistem informasi dan jaminan kesehatan.


	
	
	
	· Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gizi masyarakat
	· Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental dan gizi masyarakat di  Maluku.

	
	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat (22)
	· Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta asupan gizi masyarakat.
	· Peningkatan kesehatan pada ibu hamil, bayi dan balita serta usia produktif.
· Peningkatan asupan gizi masyarakat

	
	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi keluarga berencana dan pengendalian penduduk (23)
	· Peningkatan pengetahuan alat reproduksi dan kontrasepsi bagi masyarakat 
	· Revitalisasi program keluarga berencana  

	
	
	
	· 
	· Penguatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan alat reproduksi dan kontrasepsi.

	
	
	
	· Pengendalian angka pertumbuhan penduduk 
	· Peningkatan kuantitas cakupan peserta KB

	
	
	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan dan kesehatan lingkungan (24)
	· Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan
	· Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan.

	
	
	
	· Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat
	· Penguatan budaya hidup bersih dan sehat sejak dini

	
	
	
	· Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi lingkungan
	· Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan, cakupan pelayanan limbah domestik, persampahan dan ketersediaan drainase serta pengembangan lingkungan permukiman sehat

	9
	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat
	Meningkatnya jaminan sosial dan perlindungan masyarakat (25)
	
	

	10
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan adaptasi perubahan iklim

	Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar (26)
	· Peningkatan kualitas dan pemerataan jumlah infrastruktur dasar di 12 gugus pulau.
	· Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang layak


	
	
	
	· Peningkatan dan pemerataan konektivitas infrastruktur perhubungan darat, laut, dan udara di 12 gugus pulau.
	· Meningkatkan konektivitas dan pemerataan infrastruktur perhubungan darat, laut, dan udara 

	
	
	Terwujudnya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim (27)
	· Peningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi-potensi bencana.
	· Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana.

	
	
	
	· Mengantisipasi unsur-unsur yang berdampak pada perubahan iklim.
	· Peningkatan kapasitas untuk mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam perencanaan sektor

	
	
	
	· Peningkatan kualitas dan fungsi kawasan lindung.
	· Pemantapan kawasan lindung dan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan

	
	
	
	· Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup.
	· Peningkatan upaya rehabilitasi hutan,  lahan, pesisir dan laut serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

	
	
	Terwujudnya perencanaan penataan ruang dan permukiman berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal (28)
	· Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.




	· Peningkatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta peningkatan kualitas penelitaan dan riset perencanaan pembangunan daerah

	
	
	
	· Peningkatan kualitas dokumen perencanaan penatataan ruang berbasis kearifan lokal. 
	· Perwujudan harmonisasi dalam perencanaan, penataan ruang, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang berbasis kearifan lokal. 

	
	
	
	· Peningkatan Kapasitas SDM perencana didalam menyusun perencanaan tata ruang dan permukiman berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal.
	· Penguatan SDM aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan penataan ruang berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal.

	
	
	
	· Perencanaan pembangunan perumahan masyarakat di desa/negeri/ohoi sesuai kearifan lokal dan berbasis mitigasi bencana.
	· Pengembangan perumahan masyarakat yang layak huni di desa/negeri/ohoi sesuai kearifan lokal dan berbasis mitigasi bencana. 

	
	
	
	· Perencanaan kawasan transmigrasi terpadu dan mandiri
	· Mengembangkan Permukiman transmigrasi yang terpadu, layak huni, layak usaha dan layak lingkungan



	Misi 3 :
Mewujudkan pembangunan Provinsi Maluku yang Adil dan Demokratis berbasis kepulauan secara Berkelanjutan

	11
	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.
	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, bersih, berwibawa dan transparan berbasis kepulauan (29)
	· Peningkatan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa dan transparan.
	· Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa/negeri/ohoi
· Peningkatan penataan organisasi perangkat daerah yang proporsional, penataan ketatalaksanaan, pelayanan administrasi peningkatan ketaatan aparatur dan transparansi penataan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah mewujudkan opini WTP 2019.

	
	
	Terwujudnya aparatur sipil negara yang disiplin dan bertanggung jawab. (30)
	· Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah.
	· Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi

	
	
	
	· Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat.
	· Peningkatan ketersediaan sarana prasaranan pelayanan publik.

	12
	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pemerintahan dan politik dalam mendukung kualitas demokrasi 
	Tersedianya infrastruktur pemerintahan dan politik dalam mendukung terciptanya kualitas demokrasi (31)
	· Penyediaan sarana prasarana penunjang didalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
	· Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah 
· Peningkatan kerjasama kemitraan strategi lintas provinsi, pusat dan kabupaten
· Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan kerjasama Maluku melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri

	
	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kualitas kehidupan demokrasi (32)
	· Peningkatan keikutsertaan masyarakat yang mendukung kualitas kehidupan berdemokrasi.
	· Peningkatan partisipasi masyarakat, kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan legislatif.

	
	
	Berkembangnya wawasan kebangsaan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung keutuhan NKRI (33)
	· Peningkatan wawasan kebangsaan dan kesadaran serta perilaku masyarakat didalam menjaga keutuhan NKRI.
	· Peningkatan pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya untuk menjaga keutuhan NKRI

	13
	Mewujudkan pembangunan yang merata, adil, berbasis kepulauan secara berkelanjutan
	Meningkatnya pemerataan pembangunan berbasis gugus pulau (34)
	
	

	
	
	Meningkatnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan (35)
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7.2 	Arah Kebijakan
Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan daerah sesuai visi, misi pemerintah maka diperlukan arah kebijakan pembangunan pada periodesasi pemerintahan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan kesesuaian waktu perencanaan. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadii perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.
Prioritas kebijakan perencanaan pembangunan pada setiap tahapan  berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan sesuai yang tercantum dalam RPJMD. Penentuan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD diluar yang diprioritaskan tidak berjalan, program kegiatan itu tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih yang berbeda di banding dengan yang diprioritaskan. kebijakan pembanguan dengan penekanan  strategis yang berbeda dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang  melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi program kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas, sehingga dapat mewujudkan pencapaian WDP dan selanjutnya mencapai WTP. 
Untuk itu arah kebijakan pembangunan lima tahunan Provinsi Maluku periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari berlakunya RPJMN Tahun 2010-2014 dan merupakan tahun pertama berlakunya RPJMD Provinsi Maluku tahun 2014-2019, sehingga arah kebijakan pembangunan di tahun 2014 merupakan penjabaran dari pada RPJMN yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah,  dan   Tahun 2014 juga  meletakan  dasar-dasar bagi fokus pembangunan periode RPJMD 2014-2019. Kebijakan pada tahun 2014 diarahkan kepada :	
a. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
1. Peningkatan pendidikan usia dini di Maluku.
2. Peningkatan kualifikasi dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar dan menengah di 12 gugus pulau.
4. Mewujudkan pendidikan dasar dan menengah murah dan bermutu.
5. Penyediaan beasiswa pendidikan untuk siswa, pemuda dan atlit berprestasi.
6. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Peningkatan kualitas pelayanan kesahatan 
1. Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental dan gizi masyarakat pada pusat gugus pelayanan kesehatan.
2. Penguatan pembiayaan sumber daya kesehatan di 39 gugus pelayanan kesehatan.
3. Penguatan manajemen sumber daya kesehatan.
4. Pemantapan sistem informasi dan jaminan kesehatan.
5. Penguatan sarana prasarana kesehatan dan meningkatkan kesadaran gizi pada ibu hamil, bayi dan balita serta usia produktif.

c. Peningkatan infrastruktur 
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang layak
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan, cakupan pelayanan limbah domestik, persampahan dan ketersediaan drainase serta pengembangan lingkungan permukiman sehat.

d. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha
1. Peningkatan promosi dan fasilitasi investasi
2. Penciptaan iklim investasi yang berdaya saing dan penyederhanaan perizinan investasi.
3. Peningkatan kerjasama investasi antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
4. Penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM
5. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
6. Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan
7. Peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga yang efektif dan efisien
8. Penguatan pasar domestik dan akses pasar.
9. Pengembangan ekspor komoditas unggulan daerah
10. Peningkatan promosi dan fasilitasi investasi
11. Penciptaan iklim investasi yang berdaya saing dan penyederhanaan perizinan investasi.
12. Peningkatan kerjasama investasi antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
13. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat.
14. Peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan
15. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kelompok usaha  masyarakat
16. Peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga yang efektif dan efisien
17. Penguatan pasar domestik dan akses pasar.
18. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kelompok usaha  masyarakat.

e. Peningkatan ketahanan pangan 
1. Peningkatan Produksi produktivitas dan mutu komoditas pangan nabati strategi dan lokal
2. Peningkatan produksi, poduktivitas dan mutu komoditas hewani
3. Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
4. Peningkatan produksi budidaya dan perikanan tangkap.
5. Pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Peningkatan produksi , produktivitas dan Mutu pangan strategis dan pangan lokal
7. Peningkatan diversifikasi pangan lokal.
8. Peningkatan stabilitas harga dan pasokan pangan pokok
9. Peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan penyuluh pertanian.

f. Peningkatan reformasi  birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian
1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah 
2. Peningkatan kerjasama kemitraan strategi lintas provinsi, pusat dan kabupaten
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan kerjasama Maluku melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri
4. Peningkatan partisipasi masyarakat, kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daeran dengan legislatif.
5. Peningkatan pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya untuk menjaga keutuhan NKRI.

g. Penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pengelolaan lingkungan hidup serta kawasan rawan bencana 
1. Peningkatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta peningkatan kualitas penelitaan dan riset perencanaan pembangunan daerah
2. Perwujudan harmonisasi dalam perencanaan, penataan ruang, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang berbasis kearifan lokal.
3. Penguatan SDM aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan penataan ruang berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan yang merata di 12 gugus pulau
5. Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap energi baru dan terbarukan
6. Pemantapan dan pemanfaatan hutan potensi sumberdaya hutan.

h. Pengembangan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi 
1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara serta kearifan lokal
2. Terwujudnya Maluku yang berbudaya
3. Peningkatan penghargaan dan pembinaan terhadap seniman, budayawan, komunitas seni, budaya dan pariwisata serta masyarakat.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya di kabupaten/kota se-Maluku
5. Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK
6. Penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015
Pada Tahun 2015 secara politik anggota legislatif baru dan kabinet baru ditetapkan dimana program dan kegiatannya harus disesuaikan di daerah, olehnya itu kebijakan di daerah akan menyesuaikan dengan arahan dari kabinet baru tersebut sehingga arah kebijakan yang diprioritaskan merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yaitu :

a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
1. Pemberdayaan Masyarakat 
2. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan 
3. Peningkatan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan  penanggulangan kemiskinan 
4. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 4 klaster program pro rakyat
5. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak
6. Perluasan akses pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
7. Peningkatan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja


b. Peningkatan Kualitas Pelayanan  Pendidikan
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan, sarana serta prasarana pendidikan melalui :
· Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
· Pelayanan pendidikan formal dasar dan menengah 
· Pelayanan pendidikan nonformal paket A,B,C 
· Pelayanan pendidikan luar biasa 
· Pelayanan pendidikan lifeskill 
· Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan 2013
· Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 
2. Peningkatan infrastruktur olahraga 
3. Peningkatan potensi dan peran pemuda serta pengembangan budaya olahraga & prestasi olahraga.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Peningkatan pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat 
· Peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
· Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 
· Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi 
· Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2. Peningkatan status gizi masyarakat 
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan 
4. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular 
5. Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.

d. Peningkatan Infrastruktur
1. Peningkatan infrastruktur  transportasi, sumberdaya air dan kualitas lingkungan perumahan serta permukiman 
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana transportasi 
3. Koordinasi, sinkronisasi program pengembangan perumahan rakyat 
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kapasitas pelayanan listrik dan telekomunikasi 
5. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif.


e. Peningkatan  Iklim Investasi dan Pengembangan Usaha
1. Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 
2. Perbaikan iklim investasi dan Kerjasama pengembangan wilayah 
3. Peningkatan kualitas wirausaha muda 
4. Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha 
5. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing 
6. Peningkatan industri pengolahan skala kecil menengah dan skala besar 
7. Peningkatan promosi dan pengembagan Pariwisata Daerah terutama wisata bahari 
8. Peningkatan infrastruktur pendukung penguatan perekonomian daerah. 

f. Peningkatan ketahanan pangan  
1.  Peningkatan produktivitas pangan strategis dan hortikultura 
2.  Peningkatan diversifikasi pangan lokal 
3.  Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan
4.  Penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan 
5.  Penguatan lembaga sistem kewaspadaan pangan dan gizi 
6.  Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

g. Reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah 
· Meningkatkan kinerja aparatur dalam mewujudkan good governance
· Meningkatkan harmonisasi pembangungan antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan 
· Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, penelitian dan pengembangan daerah serta akuntabilitas pembangunan 
2. Peningkatan kesejahteraan PNS
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan 
4. Pemantapan demokrasi, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 
5. Peningkatan kerukunan intern antar umat beragama dan kearifan lokal 
6. Fasilitasi penegakan Hukum dan HAM.

h. Penataan ruang dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar serta pengelolaan lingkungan hidup & kawasan rawan bencana
1. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang 
2. Pengembangan kawasan tertinggal,terluar dan terdepan  
3. Peningkatan penanganan komunitas adat  terpencil 
4. Adaptasi perubahan iklim 
5. Pemanfaatan hasil hutan dan revitalisasi industri kehutanan.
6. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
7. Mitigasi dan penanggulangan bencana 
8. Pemindahan Ibukota Provinsi Maluku dari Kota Ambon ke dataran Makariki Kabupaten Maluku Tengah.

i. Pengembangan Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi  
1. Pengembangan dan pemanfaatan nilai – nilai budaya lokal
· Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal
· Terfasilitasinya gelar karya serta kreativitas seni dan budaya lokal 
· Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah
2. Pengembangan sistem inovasi daerah, melalui penataan jaringan IPTEK 
3. Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK (P3IPTEK) di bidang ketahanan pangan, komoditas unggulan, energi baru dan terbarukan, obat-obatan, komunikasi dan informatika, ekonomi, serta sosial dan kemasyarakatan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016
Pada tahun 2016 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada 2 tahun sebelumnya dan belum mencapai output maupun outcomes sesuai dengan target yang ditetapkan maka akan diakselerasi pencapaian kinerjanya. Di samping itu juga akan dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global yang berpengaruh terhadap kebijakan lokal. Di tahun 2016 perlu dilakukan review RPJMD paruh waktu guna melakukan penyesuaian dalam respon perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 utamanya akan diarahkan pada:
1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2. Pengembangan kualitas pelayanan pendidikan, prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan serta kesehatan dan gizi masyarakat.
3. Pengembangan pembangunan kapasitas infrastruktur wilayah yang menunjang konektifitas antar gugus.
4. Pengembangan iklim Investasi dan pengembangan usaha.
5. Pengembangan kawasan strategis dan perhatian terhadap kawasan rawan bencana.
6. Pemanfaatan hasil hutan dan rehabilitasi hutan.
7. Pengembangan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.
8. Peningkatan ketahanan pangan.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017
Muatan RPJMD pada tahun 2017 akselerasi pembangunan diarahkan pada kebijakan–kebijakan pembangunan yang target kinerja pembangunannya masih jauh dari pencapaian di tahun 2016, guna mengejar target pencapaian kinerja tersebut pada periode RPJMD ini akan dilakukan prioritas-prioritas sebagai berikut;
1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan serta Kesehatan dan Gizi masyarakat.
3. Peningkatan pembangunan kapasitas Infrastruktur wilayah yang menunjang konektifitas antar gugus.
4. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha.
5. Peningkatan pembangunan kawasan strategis dan perhatian kawasan rawan bencana.
6. Pemanfaatan dan rehabilitasi hutan.
7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.
8. Peningkatan ketahanan pangan.

E. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018
Pada tahun 2018 sebagai persiapan untuk akhir masa berlaku RPJMD 2014-2019, maka arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk pemantapan program–program dan persiapan pemilihan Gubernur diawal tahun 2019 sehingga perlu ada penguatan pada kebijakan yang terkait dengan ketertiban dan demokrasi serta perbaikan terhadap target kinerja kebijakan yang belum dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Prioritas kebijkan pada tahun 2018 adalah :
1. Penguatan dan pemeliharaan ketertiban, pengembangan kualitas demokrasi serta kapasitas birokrasi dan kelembagaan
2. Pengembangan kualitas pelayanan pendidikan, prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan serta kesehatan dan gizi masyarakat.
3. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang menunjang konektifitas antar gugus.
4. Pemantapan kondisi iklim investasi dan pengembangan usaha
5. Pengembangan kawasan strategis dan perhatian terhadap kawasan rawan bencana 
6. Pemanfaatan dan diversifikasi hasil hutan.
7. Pemantapan kapasitas birokrasi dan kelembagaan
8. Peningkatan ketahanan pangan

F. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019
Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMD periode 2014-2019 dan di tahun ini akan terselenggara pemilihan Gubernur, dengan demikian perlu adanya kebijakan terkait penguatan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat untuk mencapai proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur maka program dan kegiatan difokuskan pada :
1. Penguatan dan pemeliharaan ketertiban, pengembangan kualitas demokrasi serta kapasitas birokrasi dan kelembagaan.
2. Pengembangan kualitas pelayanan pendidikan, prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan serta Kesehatan dan Gizi masyarakat.
3. Peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur wilayah yang menunjang konektifitas antar gugus.
4. Pemantapan kondisi Iklim Investasi dan Pengembangan Usaha
5. Pengembangan kawasan strategis perhatian kawasan rawan bencana
6. Pemanfaatan dan diversifikasi hasil hutan.
7. Pemantapan kapasitas birokrasi dan kelembagaan
8. Peningkatan ketahanan pangan
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